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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagaian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.1
Perumahan  merupakan  kebutuhan  dasar  manusia,  baik  untuk  tempat

tinggal, maupun tempat usaha, perkantoran dan lain sebagainya. Namun demikian rumah yang layak, sehat, sehat, aman dan serasi. Oleh karena itu upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan jumlah perumahan yang makin banyak dan dengan harga terjangkau.2
Perkembangan  penduduk  yangpesat danperkembangan  ekonomi  yang

tidak stabil berdampak pada sulitnya indvidu untuk dapat memiliki rumah. Permasalahan  di  masyarakat  mendapat  respon  positif  dari  para pengusaha yang begerak di bidang perumahan. Para pengusaha menyediakan tempat tinggal dengan ukuran  dan berbagai tipe guna dapat memenuhi keinginan

pembeli  sesuai  dengan  kondisi  keuangan  yang  dimiliki  individu.  Rumah-
1Pasl 1 ayat (2). Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 perumahan dan pemukiman.
2Andi Hamzah, Dasar-dasar Hukum perumahan, (Rineka Cipta:Jakarta, 1990), hlm. 27.

rumah yang dibangun oleh pengusaha dalam suatu wilayah tertentu dijual pengusaha secara cash dan kredit.

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan yang  asing  bagi  masyarakat  kita.  Perkataan   kredit  tidak  saja  dikenal masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai didesa-desa pun kata kredit tersebut  sudah  sangat  populer.  Manusia  adalah  homo  economicus  dan manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya yang selalu meningkat, sedangkan kemampuan untukmencapai sesuatu yang diinginkan itu terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita- citanya, yaitu salahsatunya adalah memiliki rumah. MenurutPasal 1 angka

11Undang-undang  No.  10  Tahun  1998  Tentang  Pokok-pokok  Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu bedasarkan persetujuan pinjammeminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak meminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.”3
Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang. Dengan

mendapat kredit, masyarakat yang ingin memiliki rumah dapat melakukan jual beli dengan sistem kredit. Pembelian rumah secara kredit merupakan pembelian   barang   yang   pembayarannya   dapat   diangsur.Manusia   dalam

3Indonesia Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang perbangkan.

meningkatkan usahanya atau untuk meningkatkan daya guna suatu barang yaitu rumah, ia memerlukan bantuan dalam bentuk modal. Bantuan dari bank dalam bentuk tambahan modal inilah yang sering disebut dengan kredit.

Menurut Rachmadi Usman mengatakan bahwa: 4
”Mengingat pentingnya dana perkreditan tersebut dalam prosespembanguna,sudah seharusnya jika pemberi dan penerima kreditdenganmelalui suatu lembaga mendapat perlindungan melalui lembaga hak jaminan yang kuat dan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.”

Bagi para pihak yang terlibat dalam penjualan perumahan secara kredit akanmendapat perlindungan hukum apabila para pihak tersebut mempunyai bukti tertulis dalam suatu ikatanperjanjian jual beli perumahan secara kredit.

Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah :

“Suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan dirinya   terhadap   satu   orang   lain   atau   lebih”.   Perjanjian   adalah persetujuan yang   dirumuskan secara tertulis yang melahirkan bukti tentang adanya hak dan kewajiban”.5
Jual beli adalah suatu perjanjian timbal-balik antara pihak satu dengan pihak lainnya. Pihak yang satu menyerahkan hak milik atas suatu barang, pihak  lainnya  berjanji  untuk  membayar  dengan  harga  yang  terdiri  atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.6Seseorang

atau suatu badan yang memberikan kredit percaya bahwa menerima kredit

4Rachmadi Usman,pasal-pasal tentanggungan atas tanah,Djembatan, jakarta, ,1999.hal.24.
5Kusumohamidjojo, Budino, Dasar-dasar Merancang Kontrak,Gramedia Widiasarana, Jakarta,

1998,hal.6.
6R.Subekti.Aneka Perjanjian.Catatan Kesepeuluh.Citra Adiyta Bakti Bandung, ,1995,hal,2.

dimasa   mendatang   akan   sanggup   memenuhi   segala   sesuatuyang   telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang, atau jasa.7
Pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah untuk membayar pembelian rumah atas dasar kepercayaan dan keyakinan bahwa nasabah  yang akan  menerima kredit  itu  mampu  dan  mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dari faktor kemampuan dan kemauan tersebut, tersimpul unsur keamanan (safety) dan sekaligus juga unsur keuntungan (profitability) dari suatu kredit. Kedua unsur tersebut saling berkaitan. Keamanan atau safety yang dimaksud adalah prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang, atau   jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehigga keuntungan (profitability) yang diharapkan itu menjadi kenyataan.Keuntungan  merupakan  tujuan  dari  pengembalian  kredit  yang

terjelma dalam bentuk bunga yang diterima.8
Ada tiga pihak  yang terkait  dalam  perjanjian  jual  beli  rumah,  yaitu debitur, kreditur, dan pihak ketiga. Kreditur disini berkedudukan sebagai pemberi kredit atau orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang mendapat pinjaman uang atau berhutang. Pihak ketiga adalah orang yang akan  menjadi  penanggung  utang  debitur  (pengusaha  perumahan)  kepada

kreditur. Pihak pengusaha perumahan memberikan jaminan sertifikat rumah
7Thomas Suyatno, HA. Chalik, ex.all.Dasar-dasar perkeriditan,Gramedia Pustaka Utama,Jakarta

1999,hal 40.

8Ibid, hlm. 40.

kepada bank sebagai agunan atas pemberian kredit yang diberikan pihak bank kepada nasabah.9
Kenyataan sekarang ini, masih banyak pembeli kredit pemilikan rumah yang belum sepenuhnya menjalankankewajiban yang sudah ditentukan oleh bank yaitu mengembalikanatau mengangsur kredit yang sudah diperoleh oleh pembeli. Akibat kelalaian  yang dilakukan oleh pihak pemberi kredit akan merugikan pihak bank untuk mengembangkan usahanya dalam memberikan kredit pemilikan rumah kepada calon pembeli lainnya. Dampak lainnya, bagibankuntukikutmelaksanakan program pemerintah dalam menciptakansarana perumahan sederhana atau bagi golongan ekonomi menengah ke bawah menjadi terhambat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa permasalahan tentang pemberian kredit guna membeli rumah perlu adanya perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Perlindungan hokum dapat dimiliki para pihak setelah para pihak yang terlibat dalam jual beli secara kredit melakukan perjanjian yang disebut dengan perjanjian jual beli.

Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang

Perlindungan Konsumen pasal (3) menyatakan:

“bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandiriankonsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab”

9Www.hukum- onlaine.com/pusatdata, sabtu, 10 maret, 2018

Dengan penelitian ini, penulis mengangkat tentang perlindungan hak- hak  konsumen  dan  menambah  pemahaman  masyarakat  tentang  jual  beli secara keredit. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti dan menyusun karya ilmiah atau proposal    yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN DALAM PROSES PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN SECARA KREDIT DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”.

Harapan penulis, semoga dengan adanya penelitian ini akan memberi banyak manfaat bagi yang membacanya.

B.  Perumusan Masalah
Dari  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan  tersebut,  maka  penulis dapat menarik perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum pembelian perumahan secara keredit?

2. Bagaimanakah  pengaturan  hak-hak  konsumen  menurut  undang-undang nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

C.  Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan
Dari  permasalahan  yang  diajukan,  maka  penelitian  mempunyai beberapa tujuan dan manfaat, yaitu :

a. Untuk    mengetahui    bagaimanakah    bentuk    perlindungan    hukum pembelian perumahan secara keredit.

b. Untuk  mengetahui  pengaturan  tentang  hak-hak  konsumen  menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

2. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

1) Memberi sumbangan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dalam proses perjanjian jual beli perumahan secara kredit ditinjau dari undang-undang  nomer  8  tahun  1999  tentang perlindungan konsumen.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata dalam perlindungan hukum terhadap proses perjanjian jual beli perumahan secara kredit.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan pengalaman tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dalam proses perjanjian jual-beli perumahan secara kredit sehingga peneliti dapat memanfaatkan teori yang diperoleh saat kuliah dalam pelaksanaan secara nyata. Selain itu, penelitian ini dapat

dijadikan   sebagai   salah   satu   kelengkapan   syarat   untuk   merai/gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum.

D.  Ruang Lingkup Penelitian
Untuk mencegah agar pembahasan tidak terlalu luas dan agar penelitian ini tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda serta lebih terarahnya didalam  melakukan  penelitian  ini  diperlukan  pembatasan  dalam  ruang lingkup  pembahasanpenelitian.  Adapun  ruang  lingkupnyamenitikberatkan pada bagaimana proses terjadinya jual-beli perumahan secara kredit dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak terhadap hak-hak konsumen dalam   perjanjian jual-beli perumahan secara kredit  ditinjau dari undang- undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

